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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Alloh SWT, atas karunia Nya
penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Renja OPD) Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2022 ini dapat diselesaikan pada waktunya. Rencana Kerja ini
disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik (good governance), yang mengedepankan
transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan/pedoman untuk

pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022.

Disadari sepenuhnya pula bahwa dalam penyusunan Renja ini
masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi
penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari harapan. Oleh
sebab itu saran masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan

demi penyempurnaan Renja ini.

Demikian Renja ini di buat semoga dapat memberikan manfaat bagi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo,

pemerintah dan lapisan masyarakat diwilayah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, || Januari 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKI KABUPATEN SUKOHARJO,

Iy. SURAJI.\M.T.
Hembina Ut Muda
NIP. 19620105 N99502 1 001
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PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Gedung Menara Wijaya Lantai 6
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : 050 / @(, / 2021
Tentang

RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan
Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo perlu
ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-
Perangkat Daerah) yang merupakan acuan/pedoman
dan Tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Sukoharjo;

b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud huruf a
merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, serta pencapaian program dan kegiatan
pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan
huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (RENJA-Perangkat Daerah)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan Keputusan
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten;

%
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan tanggungjawab
Keuangan Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-Perangkat
Daerah) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 berikut lampirannya
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan

ini;

e —————————————————————————————————————
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth. :

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-Perangkat
Daerah) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten = Sukoharjo Tahun 2022 merupakan
acuan/pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan

Tugas Pokok dan Fungsinya;

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 wajib
dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo .
Pada tanggal 1) Jander) 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, sebagai laperan;
2. Pertinggal

%
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Lampiran

Nomor
Tanggal

: Keputusan Kepala DPKP

Kabupaten Sukoharjo
900/ B¢ /Sek /2021
h qu\ua/r\ 2021

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2021
DPKP KABUPATEN SUKOHARJO

KEDUDUKAN
NO NAMA, NIP DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3 4
1. | Ir. SURAJI, M.T. Penanggung Bertanggungjawab terhadap
NIP. 19620105 199502 1 Jawab seluruh Kegiatan Tim
001
2. | SUMARNO, S.E., M.M. Ketua - Bertanggungjawab atas
NIP. 19630720 198603 1 pelaksanaan kegiatan
019 - Mengkoordinir anggota tim
dalam pelaksanaan tugas
dari pihak-pihak terkait
3. | Budi Raharjo, S.E. Sekretaris Bertanggungjawab di dalam

NIP. 19760514 200312 1 pelaksanaan kegiatan

008 administrasi dan
ketatausahaan tim

4. | Lanjar Budi Wahono, S.T Anggota Menghimpun,
NIP. 19691128 199703 1 menginventarisir dan
007 mengolah data serta
melaksanakan tugas-tugas
lain yang diberikan ketua
5. | Ibnu Tjahyana, S.T., M.T. Anggota Menghimpun,

NIP. 19610912 199503 1 menginventarisir dan

001 mengolah data serta
melaksanakan  tugas-tugas
lain yang diberikan ketua

6. | Sutanta, ST., M.T. Anggota Menghimpun,

NIP. 691130 199703 1 002 menginventarisir dan
mengolah data serta
melaksanakan  tugas-tugas
lain yang diberikan ketua

7 | Syamsuri, ST., MM. Anggota Menghimpun,

NIP. 19831207 200501 1 menginventarisir dan

003 mengolah data serta
melaksanakan  tugas-tugas
lain yang diberikan ketua

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

ATEN SUKOHARJO,

e —————————————————————————————————
RENJA DPKP TAHUN 2022

vii




BAB I

PENDAHULUAN

RENCANA KERJA 2022

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARIO




BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan
agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan
dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan
hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2022 mengacu pada perencanaan Nasional dan Provinsi sehingga
diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan baik
dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-
sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang
dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi
dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah

dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan
dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Sukoharjo dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas
fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah

kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 merupakan
dokumen perencanaan, yang disusun dengan memperhatikan Rencana
Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021 - 2026
Kabupaten Sukoharjo sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan

dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2022.
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Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumalian dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukoharjo disusun berdasarkan dan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo
2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Bappelbangda Kabupaten
Sukoharjo serta rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Sukoharjo, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai
acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Sukoharjo dalam menjalankan visi jangka menengah daerah.

7

% Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah
Adapun visi dan misi jangka menengah sebagai tercantum dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah :

> Visi : “Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih
Makmur”

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan
mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur
keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, makna
yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

“MAKMUR” juga merupakan motto atau slogan Kabupaten
Sukoharjo yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi.,
serta tergambarkan pada misi ke empat yaitu “ Memperkuat
Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan” dengan tujuan
Mewujudkan pembangunan infrastruktur - berkelanjutan, dengan
indikator keberhasilan Indeks Pembangunan Infrastruktur. Sasaran yang
ingin ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan diatas Meningkatnya
hunian yang layak, dengan indikator keberhasilan yaitu: Pelayanan
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dokumen RPJMD ialah penjabaran dari
visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman
pada RPJPD. Implementasi RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2005-2025,
telah memasuki tahapan Pembangunan Lima Tahun Keempat. Tahapan
Pembangunan Lima Tahun keempat ini menjadi bagian yang integral

dengan visi dan misi dalam kepemerintahan Bupati Sukoharjo periode
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2021-2026 sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 ini menyusun
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode Tahun
2021-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Pada akhirnya, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tahun 2021-2026 ini diharapkan mampu menjadi acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan tahunan dan lima tahunan
sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah
ditetapkan dan mensinergikan dengan beberapa dokumen Sakip

> Misi

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi yang pada
hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi lima tahun
kedepan, dengan tujuan agar tercipta kesinambungan arah
pembangunan yang diinginkan. Misi yang dirumuskan untuk mengemban

pencapaian visi selama lima tahun yang akan datang adalah sebagai
berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui

Percepatan Reformasi Birokrasi

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)
didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang professional bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.
Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak

pembangunan yang produktif, cerdas sehat, berbudaya dan religius.
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4.

Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi
Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan
mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan
pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks pembangunan yang
berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan
Lingkungan

Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan
wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana

penunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan
Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib, dan
tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan

peran serta masyarakat dalam pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang ~ Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah beserta Perubahannya;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan
dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata
Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum,;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029 Provinsi Jawa
Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2012
tentang Rumah Susun;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012
tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Peraturan Bupati Sukoharjo No. 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Revisi Perda Nomor
14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sukoharjo 2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2018

tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Peraturan Daerah Nomor 13 TAhun 2019 tentang Penyerahan
Prasarana, Sarana danUtilitas Umum,

Peraturan Bupati Nomor: 13 Tahun 2008 Pedoman Pengelolaan
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kabupaten Sukoharjo;
Peraturan Bupati Nomor: 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo;

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan. Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Sukoharjo

Peraturan Bupati Nomor: 27 Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan
Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo;

Peraturan Bupati Nomor: 85 Tahun 2017 Tarif Sewa Satuan Rumah
Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
Peraturan Bupati Nomor: 33 Tahun 2020 Izin Layak Huni Bangunan
Rumah Susun;

Peraturan Bupati Nomor: 34 Tahun 2020 Tata Cara Pengesahan
Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah Susun.
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1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud
1. Sebagai acuan dalam mengevaluasi kegiatan/program pada
tahun 2021.
2. Sebagai perencanaan program/kegiatan yang akan

dilaksanakan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo
tahun 2022.

1.3.2. Tujuan

1.
2.

3.

Memberikan landasan kebijakan bagi pelaksana kegiatan.

Memperoleh kemudahan dalam menentukan skala prioritas.

Memperoleh kemudahan pemahaman dalam menyusun perencanaan

anggaran.

Untuk menetapkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja

(Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon

Sementara Pembangunan tahun 2022.

4.1. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Renja DPKP Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Babl Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Renja
DPKP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

1.1.

1.2.

Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja
DPKP, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan
dokumen RKPD, Renstra DPKP serta tindak lanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD.

Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari

penyusunan Renja DPKP Kabupaten Sukoharjo
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1.3. Maksud dan Tujuan
Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan
tujuan dari penyusunan Renja DPKP Kabupaten Sukoharjo
1.4. Sistematika Penulisan
Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Renja DPKP serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Kinerja DPKP Tahun 2020

Bab ini memuat terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPKP

Tahun 2020 dan perkiraan Tahun 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPKP Tahun Lalu
Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan
Renja DPKP tahun 2020 dan realisasi Renstra DPKP mengacu
pada hasil Laporan Kinerja Tahunan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPKP.
Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan DPKP
berdasarkan indikator yang sudah ditentukan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPKP
Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan DPKP,
permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi/misi,
tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan
strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program
dan kegiatan prioritas tahun 2021

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan
awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang
ada setelah proses tersebut

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bagian ini menguraikan hasil kajian  terhadap

program/kegiatan yang diusulkan.
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Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2021

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang

direncanakan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan
nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan
fungsi DPKP Kabupaten Sukoharjo

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPKP Kabupaten Sukoharjo
Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPKP yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPKP

3.3. Program dan Kegiatan
Bagian ini menguraikan garis besar mengenai rekapitulasi

program dan kegiatan

Bab IV USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
4.1. Tujuan

4.2. Sasaran

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
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BAB 11

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

RENCANA KERJA 2022

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO




BAB 11
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Tahun 2020

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan
tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Sebagaimana amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi
dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 juga harus
dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 meliputi 3 (tiga)
hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan

rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur
pokok sebagaimana berikut :

a. Masalah - masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan
digunakan serta pengalokasiannya;

b. Tujuan yang dikehendaki;
Sasaran — sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

Kebijakan - kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi
pelaksana,;

Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 juga memperhatikan hal — hal sebagai
berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020 sebagai entry point dalam

penyusunan perencanaan tahun 2021;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development)] untuk
menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah

yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya;
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% Evaluasi Program Tahun 2020

Anggaran Tahun 2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp. 13.640.217.000,- (termasuk
perubahan) dengan 11 program dan 39 kegiatan, terdiri dari Belanja
Langsung Rp. 9.401.586.000,- dan Belanja Tidak Langsung (Gaji Rp.
4.238.631.000,-. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.
12.649.298.957,- atau 93.5 % dengan perincian : Belanja Langsung Rp.
8.613.334.720,- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 4.035.964.237 ,-

Hasilnya evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum
dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Tahun 2020 adalah seperti table berikut pada

lampiran 1.

Pencapaian Tahun Anggaran 2020

Pencapaian Kinerja Belanja Langsung tahun anggaran 2020 dengan
anggaran sebesar Rp. 7.093.130.035,- terbagi dalam 11 program dan 39
kegiatan, pencapaian kinerja mencapai 82 %.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten
Sukoharjo, pada dasarnya kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai “Pengarah”. Setiap
program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan
bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan
pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap
program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020
serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, dapat
dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia aparat perencanaan masih periu
ditingkatkan.

2. Koordinasi dengan dinas / instansi / satuan kerja dan stakeholders
yang belum optimal.
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3. Pemahaman tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah oleh dinas / instansi / satuan kerja dan
stakeholders yang masih kurang.

4. Kurang optimalnya dukungan dari APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun
2020.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan urusan
perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi
melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang

mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, maka strategi dan
kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 adalah sebagai
berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyusunan dokumen yang
akan menghasilkan perencanaan Perangkat Daerah yang berupa RKA,

DPA dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

2. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan para pemangku
maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada
umumnya, untuk mencapai capaian tersebut tahun 2020 telah
mencapai target yaitu melaksanakan koordinasi perencanaan

pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

3. Meningkatkan kualitas lingkungan sehat perumahan yang untuk
menangani kawasan kumuh yang ada di perkotaan, sesuai dengan
program pemerintah pusat kawasan kumuh yang ada di Kabupaten
Sukoharjo pada wal RPJMD sebesar 7 % dapat menjadi 0 % pada
akhir RPJMD tahun 2026 nanti;

4. Meningkatkan kualitas kajilan dan atau evaluasi kebijakan

pembangunan;

5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan daerah.
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo melaksanakan

program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran pembangunan
daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026,
sedangkan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam

kinerja umum dan khusus sebagai berikut :

1.

Luasan kawasan kumuh di Kabupaten Sukoharjo pada awal
RPJMD adalah sebesar 7% diharapkan sesuai dengan program
dari Pemerintah Pusat, maka kawasan kumuh dapat menjadi
0% pada akhir Renstra / RPJMD tahun 2026 nantinya;

. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diharapkan berkurang

secara signifikan dari semula sebanyak 12.681 unit rumah pada
tahun 2020 berkurang sekitar 1.815 unit rumah, sehingga
Tahun 2020 masih ada sisa menjadi sebanyak 10.719 unit RTLH
pada akhir RPJMD tahun 2026, sesuai Renstra yang ditargetkan
8.664 unit sampai tahun 2026;

. Prosentase Ruang Terbuka Hijau Perkotaan diharapkan dapat

meningkat dari semula sebesar 17% pada awal RPJMD menjadi
sebesar 20% pada akhir RPJMD;

Prosentase Lahan Hijau pada awal RPJMD sebesar 55% menjadi
50% pada akhir RPJMD;

Rasio kebutuhan rumah dan penyediaan rumah diharapkan
dapat meningkat dari semula 72% pada awal RPJMD menjadi
sebesar 85% pada akhir RPJMD;

. Prosentase penyerahan PSU pada awal RPJMD 5,72 %

diharapkan menjadi 14.14 % pada akhir RPJMD.
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Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo untuk
penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan
pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rumah Tidak Layak Huni

Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dihuni

atau dimiliki oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

memiliki aspek multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian
untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus
ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat

(stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia

usaha, masyarakat, dan elemen lainnya. Pada Tahun 2020

jumlah RTLH adalah sebanyak 10.866 unit, diharapkan pada

akhir RPJMD nanti dapat berkurang menjadi 2.202 unit rumah.

Dimana direncanakan dalam 5 tahun ke depan dapat ditangani

sebanyak 8.664 unit RTLH dengan bantuan dana dari

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten

maupun dari sumber yang lain.

2. Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Banyaknya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan,

maka perlu dilaksanakan inventarisasi dan survei untuk itu

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa

Tengah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Sukoharjo untuk mengadakan pendataan kawasan

perumahan dan permukiman kumuh. Luasan kawasan kumuh

di Kabupaten Sukoharjo pada awal RPJMD adalah sebesar 7%

diharapkan sesuai dengan program dari Pemerintah Pusat,

maka kawasan kumuh dapat menjadi 0% pada akhir Renstra /

RPJMD tahun 2026 nantinya,;
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3. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Jumlah perumahan berdasarkan siteplan yang telah disahkan
oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebanyak 297 lokasi dan
sampai akhir Pebruari 2017 jumlah PSU yang diserahkan baru
17 lokasi perumahan ( 5,72 % ). Dalam rangka memenuhi
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, maka
diharapkan perumahan yang sudah selesai dibangun dapat
menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum nya ke
Pemerintah Daerah. Dimana dalam 5 tahun kedepan akan
dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengembang
untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum nya
yang ditargetkan 80 PSU.
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R/

< Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukoharjo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sukoharjo.

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, yang membawabhi :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perumahan, yang membawahi :
a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;
b. Seksi Perumahan Formal dan Swadaya; dan
c. Seksi Pengelolaan Rumah Susun

4. Bidang Kawasan Permukiman, yang membawahi :
a. Seksi Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman;
b. Seksi Penanganan Kawasan Kumuh; dan

c. Seksi Evaluasi dan Pemantauan Penanganan Kawasan
Permukiman.

5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, yang membawabhi :
a. Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum; dan

c. Seksi Evaluasi dan Pembinaan Pembangunan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum

6. Unit Pemakaman dan Pertamanan, yang membawahi :
a. Sub Bagian Tata Usaha;

7. Kelompok Jabatan Fungsional
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Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sukoharjo

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG :
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGS!, SERTA TATA KERJA DINAS
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN SUKOHARJO
KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAG SUBBAG UMUM
PERENCANAAN DAN
DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
BIDANG KAWASAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN
BIDANG PERUMAHAN PERMUKIMAN UTILITAS UMUM
SEKSI PERENCANAAN SEPKESI\I' ggag’:ﬁg”&”‘” SEKSI PERENCANAAN
| DAN PENGEMBANGAN WA PRASARANA SARANA DAN
PERUMAHAN et UTILITAS UMUM
|| sexst pERUMAHAN SEKSI PEMBANGUNAN DAN
FORMAL DAN ngsvlgm';'(ﬁ';m” PEMELIHARAAN PRASARANA,
] SWADAYA SARANA DAN UTILITAS UMUM
SEkﬁébﬁXﬁ%ﬁsAINDAN SEKSI EVALUAST DAN
SEKSI PENGELOLAAN P AN PEMBINAAN PEMBANGUNAN
|| RuMAH susUN e PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM
PERMUKIMAN
UNIT PEMAKAMAN DAN
PERTAMANAN
BUPATi SUKOHARJO,
ttd
WARDOYO WIJAYA
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2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Potret kondisi atau gambaran umum pelayanan Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo yang telah diuraikan
sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis
pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Sehingga isu-isu pembangunan
yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan,
sasaran serta program dan Kkegiatan pembangunan yang akan
digulirkan.

Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa Isu Strategis Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo antara
lain adalah :

1. Belum optimalnya pendayagunaan sarana prasarana dan
kapasitas kelembagaan dalam penyusunan perencanaan.
Pendayagunaan sarana dan prasarana perkantoran serta kapasitas
kelembagaan dirasakan masih kurang optimal. Hal ini dapat
dilihat dari kurangnya pemanfaatan. sejumlah peralatan
perkantoran secara efektif dan efisien maupun penggunaan
peralatan perkantoran tersebut tidak difungsikan sebagaimana
mestinya.

Sedangkan penataan kapasitas kelembagaan masih dirasakan
kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada, selain penempatan
personil (pegawai) yang kurang sesuai dengan kapasitas masing-
masing pegawai tersebut (back ground pendidikan kurang sesuai

dengan bidang tugas yang diemban).

2. Belum optimalnya penyusunan berbagai dokumen perencanaan
Penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan
daerah yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang di Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman masih dirasakan kurang
optimal.
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Hal ini lebih disebabkan oleh dinamisnya tingkat kebutuhan
masyarakat yang memerlukan aturan yang jelas, disamping
cepatnya perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang kadang-kadang antara

peraturan satu dengan yang lainnya saling tumpang tindih.

3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan daerah (proses perencanaan)

Seiring dengan tuntutan untuk segera mewuyjudkan
pemerintahan yang good governance dan clean government,
kontribusi masyarakat (stakeholders) mutlak diperlukan. Hal ini
diperlukan dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan sehingga asas keterbukaan dalam jalannya roda
pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
(stakeholders).

4. Belum optimalnya sistem dan manajemen pengelolaan data dan
informasi secara profesional. Kebutuhan akan ketersedian data
dan informasi yang valid dan up to date dewasa ini adalah sesuatu
yang mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan
akan kebutuhan data dan informasi kepada stakeholders dan atau
pengguna data baik dari lembaga pemerintahan pusat, provinsi,
kabupaten sampai dengan desa/kelurahan serta pihak swasta
agar dapat menggunakannya untuk kepentingan masing-masing

sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.
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2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022
mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta mengacu
pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja OPD yang selaras dengan
rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan
(review) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

Berdasarkan pada isu strategis dan evaluasi pelaksanaan RKPD
Tahun 2020 dan RKPD Tahun Berjalan 2021, agar sasaran
pembangunan tahun 2022 lebih fokus, maka perlu disusun prioritas
pembangunan Kabupaten Sukoharjo, yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur;
2. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat;
3. Penurunan Angka Kemiskinan;

4. Pelayanan Publik yang Prima serta Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dan
membantu Bupati Sukoharjo dalam menyusun dan merumuskan
kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk
yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan

daerah, penelitian dan pengembangan.
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Dalam menjaring usulan dari para pemangku kepentingan
tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku unsur
perencana mengadakan beberapa mekanisme antara lain dengan
melalui musrenbang mulai dari tingkat Desa sampai Kabupaten.
Usulan-usulan tersebut ditampung dan ditelaah manfaatnya dan
dianalisis berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk dituangkan

menjadi RKPD dan Renja Organisasi Perangkat Daerah terkait.
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BAB 111

TUJUAN, SASARAN, RENCANA PROGRAM
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021

RENCANA KERJA 2022

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJIO




BAB III
TUJUAN, SASARAN, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan dimulai dengan mengenali potensi dan kebutuhan
dari masyarakat penerima manfaat dan penanggung resiko. Langkah
selanjutnya adalah mencari cara dan upaya untuk mewujudkannya.
Dengan demikian kegiatan pembangunan yang menyangkut
perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta
evaluasi seharusnya beranjak dari keinginan dan kemampuan

masyarakat penerima manfaat dan penanggung resiko itu sendiri.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaannya serta pemilahan dan
pemilihan prioritas yang tajam dan terpercaya merupakan sarana
untuk mengejawantahkan apa yang tercantum dalam Renstra
Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026.

Pendanaan (anggaran daerah) merupakan instrumen atau unsur
manajemen utama dalam perencanaan yang harus dilaksanakan secara

efektif dan efisien guna mencapai tujuan.

Sejalan dengan otonomi dan desentralisasi bagi pemerintah daerah
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dalam pengelolaan
keuangan daerah menuntut untuk dilakukan pengelolaan yang
berorientasi pada kepentingan public (public oriented). Hal ini tidak
hanya terlihat dari besarnya porsi alokasi namun juga terlihat dari
besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan keuangan daerah.
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Kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam penggunaan
anggaran dirasakan perlu dioptimalkan. Karena pada umumnya unit
kerja belum menjalankan fungsi dan peran secara optimal dan efisien.
Terjadinya penganggaran belanja yang kurang tepat merupakan
fenomena umum yang digunakan dalam penetuan alokasi dana dengan
pendekatan incrementalisme atau line-item budget (trend atau pos

anggaran yang tersedia) yang sebetulnya pos tersebut secara riil tidak
dibutuhkan.

Oleh karena itu perlu adanya analisis secara akurat tentang alokasi
anggaran bagi masing-masing Perangkat Daerah, dimana setiap
kegiatan pengalokasian dana (belanja) yang harus berbasis kinerja
(capaian), biarpun belum sepenuhnya secara komprehensip dan
representative. Kita lakukan hal tersebut dikarenakan secara ideal
membutuhkan adanya variable/indikator yang dapat mewakili semua
bidang pembangunan. Indikator/variabel yang dibutuhkan antara lain:
Indeks pembangunan (ekonomi/sosial) sesuai dengan aktivitas masing-
masing Perangkat Daerah, kondisi pembangunan, efektivitas terhadap
capaian hasil Ranja Perangkat Daerah, tingkat out put yang dihasilkan
Peragkat Daerah, anggaran belanja tahun sebelumnya, indeks belanja

publik dan belanja aparatur.

Penerapan atau implementasi anggaran berbasis kinerja secara
menyeluruh dan optimal juga diperlukan kesepahaman pola pikir,
membangun komitmen yang sinergis dari segenap unsur eksekutif,

legislatif dan stakeholder pembangunan.
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3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPKP Kabupaten Sukoharjo
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-
faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan
setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah
kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam
rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran
menggambarkanhal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan
terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tujuan
mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar public, dengan sasaran
sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat
berpenghasilan rendah;

2. Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk;

3. Terwujudnya peningktan akses penduduk terhadap sanitasi layak
(air limbahd domestic, sampah dan drainase lingkungan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perumahan
dan kawasan permukiman. Adapun untuk menyelenggarakan tugas
pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dibidang perumahan dan kawasan
permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perumahan dan kawasan
permukiman;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan
kawasan permukiman;

d. Pelaksanaan administrasi dibidang perumahan dan kawasan

permukiman.
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d. Pembinaan Izin Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan, dengan Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan
dan Pengembangan Perumahan; dan

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah
Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan
Umum/Rumah Susun Umum.

Penerbitan Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung

(SKGB), dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

Penerbitan Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB).

2. Program : Kawasan Permukiman.

Kegiatan

a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dengan

Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumubh;

2. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya
Masyarakat di Permukiman Kumuh; dan

3. Penyadaran  Publik Pencegahan  Tumbuh dan
Berkembanya Permukiman Kumuh.

. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan

Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha, dengan Sub Kegiatan :

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukimah

Kumuh.
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3. Program : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum (PSU)

Kegiatan

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, dengan Sub
Kegiatan :

1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;

2. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
Untuk Menunjang Fungsi Hunian; dan

3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.

B. Program Pendukung (generik).

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Kegiatan

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

N

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

w

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;

>

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub
Kegiatan :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD; dan
4. Koordinasi dan  Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD.
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c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

A e

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan;

i

Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. |

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan; dan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan.

Untuk lebih rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 2.
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DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022

RENCANA KERJA 2022

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
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BAB IV
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang
substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan
daerah kabupaten Sukoharjo yang merupakan satu kesatuan dalam
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya
dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi,
potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sukoharjo melaksanakan tugas penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai
perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten
Sukoharjo.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaannya serta pemilahan dan
pemilihan prioritas yang tajam dan terpercaya merupakan sarana
untuk mengejawantahkan apa yang tercantum dalam Renstra
Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026.

Sejalan dengan otonomi dan desentralisasi bagi pemerintah
daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dalam
pengelolaan keuangan daerah menuntut untuk dilakukan pengelolaan
yang berorientasi pada kepentingan public (public oriented). Hal ini
tidak hanya terlihat dari besarnya porsi alokasi namun juga terlihat
dari besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan keuangan daerah.
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Kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam penggunaan
anggaran dirasakan perlu dioptimalkan. Karena pada umumnya unit
kerja belum menjalankan fungsi dan peran secara optimal dan efisien.
Terjadinya penganggaran belanja yang kurang tepat merupakan
fenomena umum yang digunakan dalam penetuan alokasi dana dengan
pendekatan incrementalisme atau line-item budget (trend atau pos
anggaran yang tersedia) yang sebetulnya pos tersebut secara riil tidak
dibutuhkan.

Oleh karena itu perlu adanya analisis secara akurat tentang
alokasi anggaran bagi masing-masing Perangkat Daerah, dimana setiap
kegiatan pengalokasian dana (belanja) yang harus berbasis kinerja
(capaian), biarpun belum sepenuhnya secara komprehensip dan
representative. Kita lakukan hal tersebut dikarenakan secara ideal
membutuhkan adanya variable/indikator yang dapat mewakili semua
bidang pembangunan. Indikator/variabel yang dibutuhkan antara lain:
Indeks pembangunan (ekonomi/sosial) sesuai dengan aktivitas masing-
masing Perangkat Daerah, kondisi pembangunan, efektivitas terhadap
capaian hasil Ranja Perangkat Daerah, tingkat out put yang dihasilkan
Peragkat Daerah, anggaran belanja tahun sebelumnya, indeks belanja
publik dan belanja aparatur. Penerapan atau implementasi anggaran
berbasis kinerja secara menyeluruh dan optimal juga diperlukan
kesepahaman pola pikir, membangun komitmen yang sinergis dari

segenap unsur eksekutif, legislatif dan stakeholder pembangunan.

3.4. Tujuan dan Sasaran Renja DPKP Kabupaten Sukoharjo
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi
faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang
ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan
mengarah kepada perumusan sasaran, Kkebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan
sasaran menggambarkanhal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-
tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat

dicapai.

Renja DPKP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 31



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai
tujuan mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar public, dengan
sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat
berpenghasilan rendah;

2. Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk;

3. Terwujudnya peningktan akses penduduk terhadap sanitasi layak
(air limbahd domestic, sampah dan drainase lingkungan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang
perumahan dan kawasan permukiman. Adapun untuk
menyelenggarakan tugas pembantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang

perumahan dan kawasan permukiman mempunyai fungsi sebagai
berikut :

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perumahan dan kawasan

permukiman;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan

kawasan permukiman;

d. Pelaksanaan administrasi dibidang perumahan dan kawasan

permukiman;
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3.5. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman tahun 2022 disusun berdasarkan pada tupoksi Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo
mengelola anggaran sebesar Rp. 51.304.740.000,- yang terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung (gaji) sebesar Rp. 4.527.952.000,-
b. Belanja Bansos APBD sebesar Rp. 21.000.000.000,-
c. Belanja Bansos DAK Sebesar Rp. 1.500.000,-
d.

Belanja pada kegiatan dan sub kegiatan sebesar Rp.
24.276.788.000,-

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagaimana tersebut
dalam lampiran ini.
B. Program Utama (teknis);

1. Program : Pengembangan Perumahan

1.1. Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program
Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Identifikasi
Perumahan dilokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi
Program Kabupaten/kota;

1.2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota,
dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban
Bencana.

1.3. Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Sosialisasi
Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses
Perumahan KPR-FLPP.

1.4. Regiatan : Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum
dan/atau Rumah Khusus, dengan sub kegiatan
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum
dan/atau Rumah Khusus.

1.5. Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan, dengan sub kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah
dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah
Susun Umum.
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1.6. Kegiatan : Penerbitan Sertipikat Kepemilikan Bangunan
Gedung (SKGB), dengan sub kegiatan Koordinasi dan

Sinkronisasi Penerbitan Kepemilikan Bangunan Gedung

(SKGB).
2. Program : Kawasan Permukiman
1.1. Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan

Pengembangan Kawasan Permukiman, dengan Sub
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan ermukiman

dan Permukiman Kumuh.

1.2. Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh)

ha, dengan sub kegiatan :

a. Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumuh,;

b. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya
Masyarakat di Permukiman Kumubh;

c. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan
Berkembangnya Permukiman Kumuh; dan

d. Penyusunan/Revieu/Legislasi Kebijakan Bidang PKP.

1.3. Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha, dengan

sub kegiatan :

a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian

Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh; dan

c. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan

Permukiman Kumuh.
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3. Program : Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kumuh.

1.1. Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota,
dengan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman

Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

4. Program  : Peningkatan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU).
1.1. Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan,
dengan sub kegiatan :
a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;
b. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian,;
c. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
d. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari
Pengembang; dan

e. Kerjasama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman.

5. Program : Peningkatan Pelayanan Sertipikasi,
Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.1. Kegiatan : Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau
Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan dan
Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum Tingkat Kemampuan Kecil, dengan Sub
Kegiatan Koordinasi dan  Sinkronisasi Penerbitan

Sertipikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan
Kualifikasi Kecil.
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B. Program Pendukung (generik).

1.

Program . Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

T T =

€.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD.
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan

sub kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

1.3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,

dengan Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,
c. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai; dan

d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi.
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1.4. Kegiatan . Administrasi Umum Perangkat Daerah,

dengan sub kegiatan :

a.

b
c.
d

®

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan.

Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

1.5. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan.

1.6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah, dengan sub kegiatan :

a.

b
c.
d

Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

1.7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daarah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

a.

b.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Untuk lebih rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat

Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 3.
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Untuk rencana kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022 disajikan pada

tabel dibawah ini :

Tabel Usulan Kegiatan yang Dibiayai dari Dana DAK Tahun 2022.

No. Program / Pekerjaan Rencana Pagu Ket
Kegiatan (Rp)
1 | Peningkatan Bansos 1.400 | 21.000.000.000 APBD
Kualitas (PK) Unit RTLH
Rumah
2 | Pembangunan 100 unit 1.500.000 DAK
Baru
Jumlah 22.500.000.000

Renja DPKP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022
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BAB V

PENUTUP

RENCANA KERJA 2022

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKOHARJO




BABV
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan untuk periode 1 tahun serta memuat
kebijakan (kerangka regulasi), program (kerangka kegiatan), dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat dengan berpedoman Renstra PD dan mengacu pada
Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

Kedudukan Renja PD menjadi tak terpisahkan dari RKPD,
merupakan rujukan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) APBD dan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS).

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat
tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen
masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok
kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat
ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran

dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan.

Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme
dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang
makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal. Pasal 28
dan 29 UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mengatur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan.
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Untuk Pemerintahan Daerah, pengendalian pelaksanaan
rencana  pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan
Perangkat Daerah. Demikian juga halnya dengan evaluasi

pembangunan daerah dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat

Daerah.

BUPATI SUKOHARJO, f
Z

—

ETIK SURYANI
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